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ABSTRAK
Elsi Molle (E21111300) dengan skripsi yang berjudul “Kualitas Pelayanan
Publik (Studi Kasus Pelayanan Di Unit Usaha Transportasi Laut PD.Panca
Karya Ambon)” + 83 Halaman + 4 Gambar + 5 tabel + 20 Pustaka (2012-2014) +
Lampiran. Dibimbing olehDra.Hamsinah, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan
Dra.Hj.St.Gita Susanti, M.Si selaku Dosen pembimbing II.
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kesenjangan persepsi manajemen,
menganalisis kesenjangan persepsi kualitas, menganalisis kesenjangan
penyelenggaraan pelayanan, dan menganalisis kesenjangan komunikasi pasar.di
unit usaha transportasi Laut PD.Panca Karya Ambon.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana dalam penelitian yang
dilakukan bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran dari kejadian yang
diteliti sehingga mudah mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui
dan memahami bagaimana kualitas pelayanan di unit usaha transportasi laut
PD.Panca Karya Ambon. Unit analisis dalam penelitian ini adalah para pegawai
PD.Panca karya dan penumpang pada transportasi laut, jenis data adalah data
primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi atau pengamatan, interview/wawancara, dan dokumentasi.
Dari hasil penelitian secara umum kualitas pelayanan publik di unit usaha
transportasi laut PD.Panca Karya Ambon sudah cukup berkualitas. Akan tetapi
masih ada kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dan perlu dibenahi oleh
pemerintah maupun pihak Perusahaan dalam memberikan pelayanan. Seperti masih
ada perbedaan antara harapan-harapan penumpang dengan pihak pemberi layanan
di unit usaha transportasi, karena persepsi unit usaha transportasi laut PD.Panca
Karya terhadap harapan penumpang adalah pelayanan yang ramah dan waktu
tempuh yang cepat, padahal harapan penumpang adalah mengenai kepastian harga
dan kebersihan kapal. Di PD.Panca Karya Ambon masih ada ketidak-jelasan peran
dan juga masalah pada mesin yang digunakan oleh kapal sudah tua.serta
pentingnya perbaikan komunikasi petugas ke penerima jasa terutama mengenai jam
berangkat kapal.
Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik
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ABSTRACT
The purpose of research is to analyze the perception gap management, analyze the
quality perception gap, analyze service delivery gaps, and analyzing the
communication gap pasar.di Sea transportation business unit PD.Panca Karya
Ambon.
The method used is qualitative research which is descriptive, is to provide an
overview of the events studied so easy to get objective data in order to know and
understand how the quality of service in the ocean transportation business unit
PD.Panca Karya Ambon. The unit of analysis in this study is the work PD.Panca
employees and passengers on sea transport, the type of data is primary data and
secondary data, data collection techniques used were of observation, interview /
interviews, and documentation.
From the results of research in general the quality of public services in the marine
transportation business unit PD.Panca Karya is already of sufficient quality
Ambon. But there are still gaps that occur and need to be addressed by the
government and the Company in providing services. As there are still differences
between the expectations of passengers with the service providers in the transport
business unit, due to the perception of marine transportation business unit PD.Panca
Karya against customer expectations is the service friendly and quick travel time,
whereas the expectations of passengers is about the certainty of price and
cleanliness ship. PD.Panca work in Ambon still lack of clarity of roles and also
problems on the machine used by ships already tua.serta importance of improved
communication officers to service recipients, especially regarding hours of leaving
the ship.
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Pelayanan publik memegang peranan penting berbangsa dan bernegara. Hal
ini disebabkan salah satu tugas pemerintah rakyatnya adalah memberikan
pelayanan yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan
oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam
menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.
Pelayanan publik haruslah mengesampingkan adanya pejabat-pengusaha
yang hanya bisa berhitung untung-rugi, melainkan seorang negarawan yang
memiliki mata hati untuk empati pada nasib rakyat dan membelanya. Negarawan
sejati tidak menghitung nasib rakyatnya dalam kalkulasi ala pedagang,melainkan
melihat sisi-sisi terdalam dampak suatu kebijakan diimplementasikan.
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk
melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan
kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998).
2Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan
layanan baik dan profesional.
Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan
salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di
samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi
publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu
negara kesejahteraan (welfare state). Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi
Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan
Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka
upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan
yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan
indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat (Thoha dalam Widodo,
2001). Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan
kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan
aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani
untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya.
3Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, birokrasi publik harus
dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana,
transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat
membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan
masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam
Widodo, 2001). Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan
kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap
anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk
mengatur dan menentukan masa depannya sendiri.
Disisi  lain sejarah tentang jatuhnya pemerintahan Soehartoternyata diikuti
dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik ini
ditandai dengan mengalirnya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai
komponen masyarakat terhadap birokrasi public , baik ditingkat pusat maupun
daerah. Pendudukan kantor-kantor pemerintah, rumah dinas bupati dan kepala
desa, dan perusakan berbagai fasilitas publik  menjadi fenomena yang semakin
sering ditemui diberbagai daerah. Ini semua menunjukan betapa besarnya
akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap birokrasi publik.karenanya ketika pintu
protes itu terbuka, maka mengalirlah semua bentuk keluhan, kecaman, bahkan
hujatan terhadap birokrasi publik (Ainun Rohman, 2010, Reformasi Pelayanan
Publik).
Krisis kepercayaan terhadap birokrasi publik ini amat mudah dipahami
mengingat birokrasi public selama ini menjadi instrument yang efektif bagi penguasa
baru untuk mempertahankan kekuasaannya.birokrasi publik, baik sipil maupun
4militer dalam rezim Orde baru telah menempatkan dirinya lebih sebagai alat
penguasa daripada pelayan masyarakatnya. Kepentingan penguasa itu selalu
menjadi kriteria yang dominan dan seringkali menggusur kepentingan masyarakat
banyak manakala keduanya tidak berjalan bersama-sama. Kesempatan dan ruang
yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik
selama ini juga amat terbatas. Akibatnya, banyak kebijakan public dan program-
program pemerintah yang tidak responsive dan mengalami keggagalan karena tidak
memperoleh dukungan dari masyarakat (Paiman Napitulu,2007,Pelayanan Publik &
Costumer Satisfication).
Namun dalam penyelenggaraan pelayanan publik , orientasi pada kekuasaan
yang amat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari
misinya untuk memberikan pelayanan publik.  birokrasi dan para pejabatnya lebih
menempatkan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai pelayan masyarakat.
Akibatnya, sikap dan perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
berdasarkan hasil–hasil penelitian sebelumnya birokrasi publik di Indonesia
masih belum mampu menjadikan dirinya sebagai penyelenggara pelayanan yang
memperlakukan semua warga bangsa secara sama terlepas dari ciri-ciri
subjektifitasnya.
Hirarki pelayanan yang panjang, prosedur pelayanan public yang rumit, dan
melelahkan, dan ketidakpastian pelayanan yang amat tinggi telah
menumbuhsuburkan penjual jasa perantara dalam praktik penyelenggaraan
pelayanan publik.Di hampir semua birokrasi pelayanan dengan mudah dijumpai
5penjual jasa (calo), yang menghubungkan para pengguna dengan pejabat
birokrasi.Besarnya angka pengguna jasa perantara diberbagai jenis pelayanan
birokrasi pemerintah sudah dapat diikuti secara wajar oleh warganya.kerugian yang
dibayar oleh warga pengguna ketika berhubungan langsung dengan birokrasi
pemerintah cenderung lebih besar daripada yang harus ditanggungnya ketika
menggunakan jasa perantara.
Akibatnya, praktik pungli dalam penyelenggaraan pelayanan birokrasi
pemerintah cenderung semakin meluas.Pungutan liar dan suap dengan mudah
ditemukan di hampir setiap birokrasi pelayanan publik. Lebih dari itu, pungli dan
suap menjadi  semakin diterima sebagai satu hal yang biasa dan dinilai wajar oleh
korbannya sendiri. sebagian besar dari mereka yang dimintai “uang rokok” dalam
pelayanan birokrasi pemerintah merasa senang dan lega, menganggapnya sebagai
hal yang wajar, dan membayar. hanya sebagian kecil dari mereka yang menilai
bahwa membayar “uang rokok” dalam memperoleh pelayanan birokrasi pemerintah
sebagai hal yang tidak wajar dan tidak bersedia membayar. Hal seperti ini tentu
sangat memprihatinkan dan mengonfirmasi kecendrungan praktik pungli dan suap
dalam penyelenggaraan pelayanan cenderung telah menjadi bagian dari budaya
birokrasi pemerintah di Indonesia.
Salah satu bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah
pelayanan transportasi. Pelayanan transportasi diandalkan dalam hal kepuasan dan
keamanannya. Realitasnya di Indonesia dapat dirasakan kedua hal tersebut sangat
jarang dicapai. Masalah dan hambatan transportasi di Indonesia masih sering
ditemui dari sisifasilitas bisa dilihat bahwa fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh
6Negara untuk transportasi dirasa masih kurang jika melihat banyaknya masyarakat
yang memanfaatkan transporatsi dalam aktifitas mereka sehari-hari. (Ainun
Rohman,2010, Reformasi Pelayanan Publik).
Masalah transportasi di Indonesia tidak pernah lepas dari masalah keamanan,
Akhir-akhir ini kita sering mendengar dari media informasi banyaknya kejahatan
yang terjadi pada sarana-sarana transportasi seperti perampokan dll. Hal ini akan
berakibat kepercayaan masyarakat menggunakan moda transportasi umum akan
menurun dengan adanya faktor keamanan yang kurang menjamin.Kurangnya
pengawasan pemerintah juga merupakan masalah pelayanan transportasi dan disisi
lain Kecelakaan transportasi darat, laut dan udara terjadi silih berganti tak henti-
henti. Bahkan untuk transportasi yang istimewa yakni udara, musibah kecelakaan
pesawat sudah berulang kali terjadi di Indonesia.
Disisi  lain sejarah tentang jatuhnya pemerintahan Soeharto ternyata diikuti
dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik ini
ditandai dengan mengalirnya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai
komponen masyarakat terhadap birokrasi public , baik ditingkat pusat maupun
daerah. Pendudukan kantor-kantor pemerintah, rumah dinas bupati dan kepala
desa, dan perusakan berbagai fasilitas publik  menjadi fenomena yang semakin
sering ditemui diberbagai daerah. Ini semua menunjukan betapa besarnya
akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap birokrasi publik. karenanya ketika pintu
protes itu terbuka, maka mengalirlah semua bentuk keluhan, kecaman, bahkan
hujatan terhadap birokrasi publik.
7Salah satu bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah
pelayanan transportasi. Pelayanan transportasi diandalkan dalam hal kepuasan dan
keamanannya. Realitasnya di Indonesia dapat dirasakan kedua hal tersebut sangat
jarang dicapai. Masalah dan hambatan transportasi di Indonesia masih sering
ditemui dari   sisi  fasilitas bisa dilihat bahwa fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh
Negara untuk transportasi dirasa masih kurang jika melihat banyaknya masyarakat
yang memanfaatkan transporatsi dalam aktifitas mereka sehari-hari. Masalah
transportasi di Indonesia tidak pernah lepas dari masalah keamanan, Akhir-akhir ini
kita sering mendengar dari media informasi banyaknya kejahatan yang terjadi pada
sarana-sarana transportasi seperti perampokan dll. Hal ini akan berakibat
kepercayaan masyarakat menggunakan moda transportasi umum akan menurun
dengan adanya faktor keamanan yang kurang menjamin. Kurangnya pengawasan
pemerintah juga merupakan masalah pelayanan transportasi dan disisi lain
Kecelakaan transportasi darat, laut dan udara terjadi silih berganti tak henti-henti.
Bahkan untuk transportasi yang istimewa yakni udara, musibah kecelakaan pesawat
sudah berulang kali terjadi di Indonesia dan sudah membiasa (http://andiaruan.
blogspot.co.id/2013/10/makalah-transportasi-laut.html?m=1).
Kecelakaan ini dikarenakan Sarana dan Prasarana yang kurang baik. Buruk
dan minimnya sarana-prasarana yang ada di dunia transportasi sudah menjadi
rahasia umum. Hal inilah yang menjadi penyebab banyak terjadinya kecelakaan baik
itu di darat,udara, maupun laut. Di darat misalnya banyak fasilitas jalan raya yang
kondisinya sudah rusak sehingga bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. di udara
banyak terjadi pesawat-pesawat terbang yang hilang kendali karena buruknya
8fasilitas yang kurang memadai dari pesawat tersebut. Ataupun di laut, banyak terjadi
kebocoran-kebocoran pada kapal yang menyebabkan hilangnya keseimbangan dari
kapal tersebut. Apapun alasannya,tidak bisa dipuungkiri hal itu merupakan
kecerobohan fatal dinas terkait dengan jaminan ratusan nyawa (krisya-
kembara.blogspot.co.id/2009/04/multimoda.html).
Perusahaan Daerah panca Karya ambon merupakan salah satu perusahaan
yang bergerak dibidang kehutanan, bengkel, transportasi darat dan transportasi laut,
yang telah memberikan banyak kontribusi terhadap pendapatan nasional. Namun
bila dilihat dari segi pelayanan di unit tansportasi lautnya, permasalahan-
permasalahan masih cukup banyak terjadi hal ini dikarenakan masih banyak keluhan
masyarakat yang menggunakan alat transportasi tersebut, seperti keluhan terhadap
kegiatan membongkar/memuat barang yang tidak kondusif, keterlambatan
keberangkatan dari waktu yang diinformasikan, dan fasilitas di dalam kapal.
(Skripsi:Almendo Nanuru.2013.Pengaruh Pengawasan Terhadap Produktifitas Kerja
Karyawan Pada Bidang Unit Usaha Tranportasi laut PD. Panca Karya Ambon)
Berdasarkan uraian  diatas maka penulis  mencoba membahas masalah yang
berhubungan dengan kinerja pelayanan publik, yang berjudul “KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pelayanan Di Unit Usaha Transportasi Laut
PD.Panca Karya Ambon)”
91.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah
dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian :
 Apakah ada kesenjangan persepsi manajemen (Gap 1) di unit usaha
transportasi laut PD.Panca Karya Ambon?
 Apakah ada kesenjangan persepsi kualitas (Gap 2) di unit usaha
transportasi laut PD.Panca Karya Ambon?
 Apakah ada kesenjangan penyelenggaraan pelayanan (Gap 3) di unit
usaha transportasi laut PD.Panca Karya Ambon?
 Apakah ada kesenjangan komunikasi (Gap 4) di unit usaha
transportasi laut PD.Panca Karya Ambon?
1.3 TUJUAN PENELITIAN
Sehubungan dengan adanya rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan
penelitian adalah :
 Untuk menganalisis kesenjangan persepsi manajemen (Gap 1) di unit
usaha transportasi laut PD.Panca Karya Ambon.
 Untuk menganalisis kesenjangan persepsi  kualitas (Gap 2) di unit
usaha transportasi laut PD.Panca Karya Ambon.
 Untuk menganalisis kesenjangan penyelenggaraan pelayanan (Gap
3) di unit usaha transportasi laut PD.Panca Karya Ambon.
 Untuk menganalisis kesenjangan komunikasi (Gap 4) di unit usaha
transportasi laut PD.Panca Karya Ambon.
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1.4 MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :
a. Manfaat Akademis
Manfaat dari segi akademis adalah untuk meningkatkan dan memperkaya
khasanah keilmuan dalam bidang disiplin ilmu administrasi Negara, juga
dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan
dengan masalah kualitas pelayanan publik di transportasi laut PD. Panca
Karya Ambon.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan
referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dalam
bidang pelayanan publik. Dan dapat pula menjadi bahan masukan bagi
berbagai pihak khususnya pelaksana pelayanan transportasi dalam pola






Kualitas berasal dari bahasa latin “QUALIS” yang berarti “seperti
sesungguhnya benda itu”. Menurut ISO 8402 (International Organization For
Standarization),kualitas adalah “totalitas karakteristik kesatuan yang berkaitan
dengan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang disampaikan”. Karakteristik
yang dimaksudkan di atas adalah performansi, keandalan, mudah dalam
penggunaan, estetika, dan pelayanan, dan mudah dioperasikan dan direparasi.
Definisi di atas mempertahankan mutu dari segi nilai kualitatif dankuantitatif.
Singkatnya, mutu suatu barang atau jasa yang diberi konsumen berhubungan
dengan kepuasan konsumen menggunakan barang atau jasa bersangkutan. Bila
konsumen puas, mutunya baik, tetapi tidak puas berarti mutunya jelek. Kualitas
adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan primer
atau sekunder konsumen.
Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif karena
bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat
penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya.
Kualitas menurut Fandy Tjiptono (2004:2) adalah 1) kesesuaian dengan
persyaratan/tuntutan , 2) kecocokan pemakaian, 3) perbaikan atau penyempurnaan
keberlanjutan, 4) bebas dari kerusakan, 5) pemenuhan kebutuhan pelanggan
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semenjak awal dan setiap saat, 6) melakukan segala sesuatu secara benar
semenjak awal, 7) sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.
II.2. KONSEP PELAYANAN
Dalam kamus besar bahasa Indonesia di jelaskan  pelayanan sebagai usaha
melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan
(mengurus) apa yang di perlukan seseorang. Tugas pemerintah pada hakikatnya
adalah mengatur dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Komitmen ini
bisa dipegang kalau rakyat merasa bahwa pemerintah yang berjalan masih
mengarah pada upaya untuk melindungi dan melayani masyarakat. Tugas
pelayanan pendidikan kepada masyarakat lebih menekankan kepada mendahulukan
kepentingan masyarakat, mempermudah urusan masyarakat, mempersingkat waktu
proses pelaksanaan urusan masyarakat dan memberikan kepuasan kepada
masyarakat.
Istilah pelayan berasal dari kata ”layan” yang artinya menolong menyediakan
segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada
dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat
dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia
(Sinambela,2010:3)
Dalam konteks pelayanan pemerintahan sebagai salah satu tugas dan fungsi
utama pemerintah, urgensi pelayanan transportasi semakin meningkat seiring
dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupannya.
Pelayanan transportasi mengalami tuntutan yang semakin meningkat dari
masyarakat yang berkaitan dengan mutupelayanan transportasi yang diberikan oleh
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pemerintah. Pentingnya tugas pelayanan transportasi dalam pemerintahan moderen
telah mendorong pemerintah negara-negara di dunia untuk menempatkan
masyarakat sebagai pihak pertama yang mendapatkan pelayanan terbaik dari
pemerintahannya.
Dalam kaitan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat (pelayanan publik). Kepala MenPan NO.81/93 menyatakan bahwa
pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang di berikan oleh pemerintah
pusat dan daerah, BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat,
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaKegiatan pelayanan dalam
suatu organisasi memiliki peran penting dan strategi, terutama bagi organisasi yang
berorientasi pada pelayanan jasa. Hal itu tercermin pada pengertian pelayanan yang
dikemukakan oleh Moenir sebagai berikut:
Pelayanan adalah setiap kegiatan oleh pihak lain yang ditujukan untuk
memenuhi kepentingan orang banyak, pelayanan ini sifatnya selalu kolektif, sebab
pelayanan kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan hak dan
kebutuhan bersama yang telah diatur termasuk dalam pengertian pelayanan.
Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa ciri pokok pelayanan adalah tidak
kasat mata (tidak dapat dilihat) dan melibatkan upaya manusia (karyawan) atau
peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara pelayanan.
Layanan yang diberikan oleh pemerintah melalui aparatnya (pegawai/petugas)
untuk memenuhi kepentingan umum/kepentingan perorangan yang bertumpu pada
hak dasar sebagai warga Negara, bentuknya adalah layanan lisan, layanan dalam
bentuk tulisan, dan dalam bentuk perbuatan. Ketiga bentuk layanan saling terkait,
14
yang hasilnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan memuaskan bagi mereka
yang dilayani
Ketiga bentuk layanan ini tidak selamanya berdiri sendiri secara murni
melainkan saling kombinasi:
a. Layanan dengan lisan
Layanan dengan lisan dilakukan oleh pegawai pada bidang hubungan
masyarakat, bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang
tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun
yang memerlukan agar layanan lisan berhasil sesuai dengan yang
diharapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan
yaitu:
a. Memahami benar-benar masalah yang termasuk dalam bidang
tugasnya.
b. Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar,
singkat cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin
memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
c. Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.
d. Memilki kedisiplinan pada saat kerja.
b. Layanan melalui tulisan
Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling
mendalam pelaksanaan tugas tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga
dari segi peranannya. Pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup
efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya, agar dalam
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bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang
harus diperhatikan ialah faktor kecepatan, baik dalam pengelolaan
masalah maupun dalam proses penyelesaiannya.
Layanan tulisan terdiri atas dua bagian, yaitu:
1. Layanan berupa petunjuk, informasi dan sejenisnya yang ditujukan
pada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka
dalam berurusan dengan instansi.
2. Layanan berupa berkas tertulis atas permohonan, laporan, keluhan,
pemberian/penyerahan dan pemberitahuan.
3. Layanan berbentuk perbuatan
Layanan perbuatan sering terkombinasi dengan layanan lisan, Hal ini
disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam
hubungan pelayanan secara umum, namun fokusnya pada perbuatan itu
sendiri yang ditunggu oleh orang yang berkepentingan. Jadi tujuan
utama orang yang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan
dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan
dan kesanggupan secara lisan.
Sementara itu Sinambela (2008:12) memberikan pengertian
Pelayanan Publik yaitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang
menguntungkan dalan suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan
kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
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Sedangkan menurut Fred Luthans yang dikutip dalam bukunya
Moenir (1995:16) pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan
kebutuhan melalui aktifitas orang yang menyangkut segala usaha yang
dilakukan orang lain dalam rangka mencapai tujuannya.
Moenir (1995: 26) memberikan pengertian pelayanan publik,
yakni:
Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem,
prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi
kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.
Pelayanan pendidikan merupakan salah satu bentuk pelayanan
yang wajib disediakan oleh pemerintah karena berhubungan dengan
aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bersifat dasar
(hakiki).Agar pelayanan itu dapat menjangkau dan
memenuhi kebutuhan masyarakat maka pemerintah membutuhkan
sistem dan prosedur serta metode sehingga pelayanan pendidikan dapat
terselenggara secara transparan dan akuntabel. Pemahaman transparan
dalam konteks transportasi dapat meliputi aspek keterbukaan,
kemudahan dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan
dan disediakan secara memadai. Sedangkan akuntabel dalam arti dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Davidow dan Uthal (1989), dinyatakan bahwa:Usaha apa saja yang
mempertinggi kepuasan pelanggan (whatever enhances customer
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satisfaction).Pelayanan yang baik kepada pelanggan adalah merupakan
senjata ampuh untuk memenangkan bisnis. Begitu pentingnya
pelayanan kepada pelanggan sehingga ada ungkapan customer is king,
customer is key, customer is number one.
Dengan dapat pula dikemukakan bahwa pelayanan transportasi
dapat disetarakan dengan pelayanan bisnis yakni pelayanan transportasi
sebagai investasi. Sebagai investasi dimaksudkan bahwa sumber daya
manusia yang handal perlu dibangun sehingga pada akhirnya dapat
berperan dalam berbagai aktivitas pembangunan termasuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah adalah suatu lembaga yang
berfungsi menyelenggarakan pelayanan berupa transportasi kepada
masyarakat dalam rangka menaikkan kualitas hidup melalui transportasi
yang diselenggarakan dengan cara yang sistematis dan konsisten. Oleh
sebab itu kehadiran pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan
publik di bidang transportasi diyakini mempunyai tanggung jawab yang
sangat penting yaitu menyiapkan sumber daya manusia agar mampu
bertindak sebagai agen perubahan dan transformasi sosial menuju
terciptanya masyarakat yang positif serta lebih baik. Pelayanan publik
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan berkualitas sebagai
konsekwensi dari tugas dan fungsi pelayanan yang diembannya,
berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka
mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan.
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Definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos dalam Ratminto
(2005) pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang
bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara
konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh
perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan
permaslahan konsumen/ pelanggan.
Dalam pencapaian tujuan pelayanan yang efektif digunakan beberapa
prinsip seperti yang tercantum dalam keputusan MENPAN (Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara)5 Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa
peyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai
berikut:
1. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak terbelit-belit, mudah dipahami, dan
mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:
a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
b. Unit kerja
c. Rincian Biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
d. Kepastian waktu




Prosedur pelayanan publik tidak terbelit-belit, mudah dipahami, dan
mudah dilaksanakan.
f. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak terbelit-belit, mudah dipahami, dan
mudah dilaksanakan.
g. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
h. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.
i. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pelayanan dan
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
j. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
k. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai dan mudah
dijangkau oleh masyarakat.
l. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan
Pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah,
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
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m. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, serta dilengkapi dengan
fasilitas pendukung pelayanan yang memadai.
Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Pelayanan merupakan suatu kemudahan yang timbul karena adanya
transaksi jual beli barang dan jasa.
2. Sebagian pelayanan memiliki “unsur ketidakwujudan (intangbility) dan
sebagian lain berwujud.
3. Pelayanan merupakan suatu “proses pemenuhan kebutuhan” melalui
suatu aktifitas atau kegiatan orang lain.
4. Subyek pelayanan adalah “pelanggan” yang dapat memberikan suatu
reaksi yang berbeda terhadap pelayanan yang kelihatannya sama.
II.2.1.Konsep Pelayanan Publik
Sejak berlakunya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun
1999 tentang pemerintah Daerah yang selanjutnya diubah dengan Undang - Undang
Repubik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, diharapkan dapat memberikan dampak
nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan
wewenang dari pemerintah Pusat ke Daerah memungkinkan terjadinya
penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka
peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan
peningkatan kualitas pelayanan.
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Adapun pengertian pelayanan publik  sebagai berikut :
a. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor; 63/KEP/M.PAN/7/2003 Adalahsegala bentuk pelayanan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah,
dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun  dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Menurut Gronroos (1990:27) adalah suatu aktivitas atau
serangkaian aktivitas yang bersifat kasat mata (tidak dapat diraba)
yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen
dengan karyawan atau hal–hal lain yang disediakan oleh
perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk
memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.
c. Menurut Sinambela (2005:5) adalah sebagai setiap kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang
memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu
kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
d. Menurut Agung Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa
pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani)
keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai
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kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapkan.
Sedangkan Kepmen PAN Nomor 38 Tahun 2002 mengelompokkan 3
jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan
jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk
pelayanan yang dihasilkan, yaitu
1. Pelayanan administratif
Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit
pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan,
dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan
menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin,
rekomendasi, keterangan dan lain-lain. Misalnya jenis pelayanan sertifikat
tanah, pelayanan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), pelayanan administrasi
kependudukan (KTP (Kartu Tanda Penduduk),NTCR (Nikah-Talak-Cerai Dan
Rujuk),akte kelahiran, akte kematian).
2. Pelayanan barang
Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit
pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan
berwujud fisisk termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen
langsung (sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. Secara
keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda
(berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah
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secara langsung bagi penggunanya. Misalnya jenis pelayanan listrik,
pelayanan air bersih, pelayanan telepon.
3. pelayanan jasa
Jenis pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit
pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya.
Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan
pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi
penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu
tertentu. Misalnya pelayanan angkutan darat, laut dan udara, pelayanan
kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadam
kebakaran.
Ketiga peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui kementerian
pendayagunaan aparatur negara tentang pelayanan publik tersebut orientasinya
adalah pelanggan atau publik (masyarakat) yang dilayani. Hal ini tegas disebutkan
dalam isi peraturan tersebut. Dalam artian bahwa kalau kinerja pelayanan publik
instansi pemerintah berdasarkan peraturan tersebut orientasinya juga pelanggan,
maka perhatian aparatur pelayanan publik harus berorientasi kepada publik, dan di
perjelas di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik
mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
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II.2.1.1. Asas pelayanan publik
Berdasarkan keputusan MENPAN nomor 63 Tahun 2003, penyelenggaraan
pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut:
a. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
c. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan memberi dan menerima pelayanan
dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
d. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dengan memperhatikan aspirasi,kebutuhan dan harapan masyarakat.
e. Kesamaan hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,
gender dan status ekonomi.
f. Keseimbangan hak dan kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban
masing-masing pihak.
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II.2.1.2. Prinsip pelayanan publik
Di dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa
penyelenggaraan peleayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:
a. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah
dilaksanakan.
b. Kejelasan
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:
i. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
ii. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan /
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
iii. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
c. Kepastian waktu
Pelaksanan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang
telah ditentukan.
d. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
e. Keamanan




Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
g. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi
telekomunikasi dan informatika (telematika).
h. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau
oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan
informatika.
i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, rumah, serta
memberikan pelayanan dengan ikhlas.
j. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur disediakan ruang tunggu yang
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi
dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah
dan lain-lain.
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II.2.1.3 Standar Pelayanan Publik
Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau
penerima pelayanan. Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, standar
pelayanan,sekurang-kurangnya meliputi:
a. Prosedur pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan
termasuk pengaduan.
b. Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
c. Biaya pelayanan
Biaya / tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses
pemberian pelayanan.
d. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
e. Sarana dan prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik.
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f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang
dibutuhkan.
II.2.1.4. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dalam kaitannya dengan pola pelayanan, keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 menyatakan adanya
empatpola pelayanan, yaitu:
a. Fungsional
Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai
dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
b. Terpusat
Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara
pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara
pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.
c. Terpadu
Pola penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dibedakan menjadi dua,
yaitu:
i. Terpadu satu atap
Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai
keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap
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jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu
disatuatapkan.
ii. Terpadu satu pintu
Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat
yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan
proses dan dilayani melalui satu pintu.
d. Gugus tugas
Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus
tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberi
pelayanan tertentu.
Selain pola pelayanan sebagaimana yang telah disebutkan tersebut  diatas,
instansi yang melakukan pelayanan publik dapat mengembangkan pola
penyelenggaraan pelayanannya sendiri dalam rangka upaya menemukan
dan menciptakan inovasi peningkatan pelayanan publik. Pengembangan pola
penyelenggaraan pelayanan publik dimaksud mengikuti prinsip-prinsip
sebagaimana ditetapkan dalam pedoman ini.
II.2.1.5. Jenis Jenis Pelayanan Publik
Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi
hak setiap warga negaranya ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara
yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah maupun hak
setiap warga negara pada umunya disebutkan dalam konstitusi suatu negara.
Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan
kedalam beberapa jenis pelayanan,yaitu:
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a. Pelayanan pemerintahan
Adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum
pemerintahan seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, dan keimigrasian.
b. Pelayanan pembangunan
Suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan saranan
dan prasarana untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam
melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi
penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, dan
lainnya.
c. Pelayanan utilitas
Jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat, seperti
penyediaan listrik, air, telepon,dan transportasi massal.
d. Pelayanan sandang, pangan, dan papan
Merupakan jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok
masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula,
minyak, gas, tekstil, dan perumahan murah.
e. Pelayanan kemasyarakatan
Yaitu jenis pelayanan masyarakat yang dilihat dari sifat dan kepentingannya
lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti
pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim
piatu, dan lainnya.
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II.3. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Kualitas pelayanan publik seringkali dipertukarkan dengan pengukuran
kualitas pemerintah. Hal ini tidaklah terlalu mengherankan karena pada dasarnya
pelayanan publik memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian,
ukuran kualitas pemerintah dapat dilihat dari kualitasnya dalam menyelenggarakan
pelayanan publik. Demikian juga dengan organisasi swasta, kualitas pelayanan
organisasi swasta sering dilihat sebagai kualitas organisasi tersebut karena memang
organisasi tersebut menyelenggarakan pelayanan. Sehingga apabila organisasi
tersebut menyelanggarakan pelayanan dengan baik, maka kualitas organisasinya
dapat dianggap baik. Dengan demikian kualitas organisasi dan kualitas pelayanan
suatu organisasi ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama.
Selain itu, berbicara mengenai kualitas pelayanan, ukurannya bukan hanya
ditentukan oleh pihak yang melayani saja tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak
yang dilayani, karena merekalah yang menikmati layanan sehingga dapat mengukur
kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi
kepuasannya.(Atep Adya Barata 2006:38).
Kualitas pelayanan menurut Ciptono (1992:2), kualitas berarti:
1. Kesusaian dengan persyaratan/ tuntutan
2. Kecocokan untuk pemakain.
3. Perbaikan/ pernyempurnaan berkelanjutan
4. Bebas dari kerusakan/ cacat
5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat.
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6. Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal
7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.
Sedangkan kualitas pelayanan mengacuh kepada pengertian:
1. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik, langsung maupun
aktraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberi kepuasaan atas
pengguna produk itu.
2. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau
kerusakan (Gasperz,1995:5)
Secara teoritis,tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan
masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang
tercermin dari:
a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara
memadai serta mudah dimengerti;
b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip
efisiensi dan efektivitas;
d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan dan harapan masyarakat;
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e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melalukan diskriminasi dilihat dari
aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan
lain-lain;
f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan
publik.
Indikator-indikator penyusun kualitas :
a. McDonald & Lawton (1997)
1. Efficiency atau efisiensi dalah suatu keadaaan yang menunjukan
tercapainya perbandingan terbaik antara masukkan dan keluaran dalam
suatu penyelenggaraan pelayanan publik .
2. Effectiveness atau efektivitas adalah cepat tercapainnya tujuan yang telah
ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun
misi organisasi.
b. Salim dan Woodward (1992)
1. Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumberdaya yang sedikit
mungkin dalam proses pelenggaraan pelayanan publik.
2. Efficiency atau efisiensi dalah suatu keadaaan yang menunjukan
tercapainya perbandingan terbaik antara masukkan dan keluaran dalam
suatu penyelenggaraan pelayanan publik .
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3. Effectiveness atau efektivitas adalah cepat tercapainnya tujuan yang telah
ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun
misi organisasi.
4. Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan
dengan memerhatikan aspek-aspek kemerataan.
c. Lenvinne (1990)
1.Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap providers
terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan coustumers.
2. Reponsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan
seberapa jauh proses pemberian pelangan tidyanan publik itu dilakukan
dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan
seberapa besar tingkat kessuaian antara  penyelenggaraan pelayanan
dengan  ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh
stake holdres, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.
d. Zeithaml,Parasurman, Dan Berry (1990) :
1.Tangibles atau ketampakan fisik, artinya petampakan fisik dari
gedung,peralatan,pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh
providers.
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2. Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan
pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
3. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong
costumers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas
4. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para
pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada
coustumers.
5. Emphaty adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh
providers kepada coustumers.
Sementara itu, Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990) mengemukakan
bahwa kualitas pelayanan yang baik tidak dapat diwujudkan karena adanya empat
GAP yaitu:
A. Gap 1 (gap persepsi manajemen).
Ini terjadi apabila terdapat perbedaan antara harapan-harapan konsumen
dengan persepsi manajemen terhadap harapan-harapan
konsumen.Misalnya harapan konsumen adalah mendapatkan pelayanan
yang terbaik, tidak menjadi soal meskipun harganya mahal.Sebaliknya
manajemen mempunyai persepsi bahwa konsumen mengharapkan harga
yang murah meskipun kualitasnya agak rendah.
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B. Gap 2 (gap persepsi kualitas).
Gap persepsi kualitas akan terjadi apabila terdapat perbedaan antara
persepsi manajemen tentang harapan-harapan konsumen dengan
spesifikasi kualitas pelayanan yang dirumuskan.
C. Gap 3 (gap penyelenggaraan pelayanan).
Gap ini lahir jika pelayanan yang diberikan berbeda dengan spesifikasi
kualitas pelayanan yang dirumuskan.Misalnya  spesifikasi pelayanan
menyatakan bahwa jam keberangkatan kereta api maksimal terlambat
tiga menit. Akan tetapi yang senyatanya terjadi, kereta api terlambat
setengah jam.
D. Gap 4 (gap komunikasi pasar).
Gap 4 lahir sebagai akibat dari adanya perbedaan antara pelayanan yang
diberikan dengan komunikasi eksternal terhadap konsumen.Misalnya
jadwal perjalanan kereta api atau pesawat yang dijanjikan selalu tepat,
ternyata pada kenyataannya terlambat.
II.4.Kerangka Teori
Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah  era perdagangan bebas,
tuntutan akan kinerja pelayanan publik yang baik menjadi semakin megemuka.
Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan
publik, oleh karena masyarakat akan menilai baik buruknya otonomi daerah
berdasarkan baik buruknya kinerja pelayanan publik.
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Namun sampai saat ini masih banyak ditemukan buruknya kinerja pelayanan
publik mulai dari prosedur yang berbelit-belit, minimnya informasi yang diberikan
maupun kurang memadainya fasilitas-fasilitas dalam penyelenggaraan pelayanan
Untuk mengukur kualitas pelayanan di unit usaha transportasi  laut di
PD.Panca Karya Ambon maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
yang dikemukakan oleh Zeithaml-Parasurman-Berry(1990) yaitu:
a. Gap 1 (gap persepsi manajemen).
Ini terjadi apabila terdapat perbedaan antara harapan-harapan konsumen
dengan persepsi manajemen terhadap harapan-harapan
konsumen.Misalnya harapan konsumen adalah mendapatkan pelayanan
yang terbaik, tidak menjadi soal meskipun harganya mahal.Sebaliknya
manajemen mempunyai persepsi bahwa konsumen mengharapkan harga
yang murah meskipun kualitasnya agak rendah.
b. Gap 2 (gap persepsi kualitas).
Gap persepsi kualitas akan terjadi apabila terdapat perbedaan antara
persepsi manajemen tentang harapan-harapan konsumen dengan
spesifikasi kualitas pelayanan yang dirumuskan.
c. Gap 3 (gap penyelenggaraan pelayanan).
Gap ini lahir jika pelayanan yang diberikan berbeda dengan spesifikasi
kualitas pelayanan yang dirumuskan.Misalnya  spesifikasi pelayanan
menyatakan bahwa jam keberangkatan kapal maksimal terlambat tiga
menit. Akan tetapi yang senyatanya terjadi, kapal terlambat setengah
jam.
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d. Gap 4 (gap komunikasi pasar).
Gap 4 lahir sebagai akibat dari adanya perbedaan antara pelayanan
yang diberikan dengan komunikasi eksternal terhadap konsumen.

























Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana
dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan
gambaran dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk
mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami
bagaimana Kualitas pelayanan publik.
III.2 Lokasi penelitian
Didalam penelitian ini di butuhkan data yang relevan dan akurat maka
peneliti turun langsung dilapangan untuk mengambil data yaitu di PD.Panca Karya
Ambon
III.3 Unit analisis
Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu ,yaitu para
pegawai di PD.Panca Karya Ambon dan konsumen/Penumpang pada transportasi
laut.
III.4 jenis dan Sumber data
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah tindakan dan kata-kata
kemudian selebihnya adalah data tambahan seprti dokumen dan lain-lain.Dimana
data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu :
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1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek
penelitiannya.Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui
wawancara dan observasi di PD.Panca Karya Ambon.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung
dari objek penelitian.Jadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data
yang dikumpulkan berupa dokumen yang terkait dengan tujuan penelitian .
III.5  Teknik Pengumpulan data
Teknik  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Observasi atau Pengamatan
Observasi atau pengamatan yaitu dengan mengadakan pangamatan langsung
ke lokasi  penelitian dengan memperhatikan, melihat dan mendengar lansung di
lokasi penelitian , sehingga di peroleh suatu gambaran yang nyata dan jelas
tentang obyek yang akan diteliti.
2. Interview/wawancara
Interview/wawancara yaitu mengadakan wawancara terhadap sejumlah informan
yang banyak mengetahui tentang peermaslahan yang akan diteliti , untuk




Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk
mengumpulkan data sekunder.Yaitu dengan mengumpulkan beberapa pristiwa
yang terjadi pada saat wawawancara dan observasi misalnya dalam bentuk
tulisan gambar dan lain-lain
III.6 Informan
Guna memperkuat validitas data penelitian, penulis akan menggunakan
informan seperlunya. Informan dimaksud adalah semua orang yang dapat
memberikan data akurat pada lingkup penelitian.Artinya orang yang dapat
memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti.Untuk memperoleh data
secara representative, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan
mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.Adapun informan
tersebut adalah :










III. 7 fokus penelitian
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data untuk
menyamakan pemahaman dan cara pandang karya ilmiah ini. Fokus penelitian
merupakan penjelasan dari kerangka pikir.kinerja pelayanan publik terkait dengan
beberapa indikator yang sekaligus dijadikan sebagai fokus penelitian, sebagai
berikut:
1. Gap 1 (gap persepsi manajemen).
Ini terjadi apabila terdapat perbedaan antara harapan-harapan konsumen
dengan persepsi manajemen terhadap harapan-harapan konsumen.
Indikatornya adalah :
a) Kurangnya riset pemasaran dan tidak dimanfaatkannya riset
pemasaran.
b) Kurang efektifnya komunikasi ke atas di dalam organisasi
penyelenggara pelayanan.
c) Terlalu banyaknya tingkatan manajemen.
2. Gap 2 (gap persepsi kualitas).
Gap persepsi kualitas akan terjadi apabila terdapat perbedaan antara
persepsi manajemen tentang harapan-harapan konsumen dengan spesifikasi
kualitas pelayanan yang dirumuskan. Indikatornya adalah:
a) Lemahnya komitmen manajemen terhadap kualitas pelayanan.
b) Tidak tepatnya standarisasi tugas.
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3. Gap 3 (gap penyelenggaraan pelayanan).
Gap ini lahir jika pelayanan yang diberikan berbeda dengan spesifikasi
kualitas pelayanan yang dirumuskan. Gap 4 (gap komunikasi pasar).
Indikatornya adalah:
a) Adanya ketidak-jelasan peran.
b) Tidak cocoknya karakteristik pekerja dengan pekerjaan.
c) Tidak cocoknya teknologi dengan karakteristik pekerjaan.
4. Gap 4 lahir sebagai akibat dari adanya perbedaan antara pelayanan yang
diberikan dengan komunikasi eksternal terhadap konsumen. Indikatornya
adalah:
a) Kurangnya komunikasi horizontal
b) Tidak tepatnya informasi yang diberikan kepada pengguna pelayanan.
III.8 Proses penelitian
Proses analissi data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara,
pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan
sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.Didalam melakukan analisis data
peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijeleskan Miles dan Huberman
yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain :
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadapkey informan yang
compatible terhadap penelitian kemudian obeservasi langsung kelapangan untuk
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menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang
diharapkan
2. Reduksi data (data reduktion), yaitu proses pemeilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan
dilapangan selama meneliti.Tujuan diadakan trans
3. krip data untuk memilih informasi mana yang di angggap sesuai dan tidak sesuai
dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
4. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan  informasi dalam
bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagian yang bertujuan
mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipillih kemudian
di sajikan dengan tabel ataupun uraian penjelasan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian
A. Gambaran Umum Perusahaan.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan awal, dalam
penelitian ini akan dikaji tentang kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh
pemberi layanan di unit usaha transportasi laut PD.Panca Karyakepada masyarakat
pengguna layanan. Untuk membantu mengetahui kualitas pelayanan publik, maka
perlu dijelaskan tentang gambaran umum perusahaan PD.Panca karya.Hal ini




Batas wilayah PD.Panca Karya adalah sebagai berikut :
Utara : Bank Maluku
Timur : RS. GPM
Selatan : Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Barat : Radio Republik Indonesia (RRI)
Perusahaan Daerah Panca Karya Ambon didirikan oleh Daerah Tingkat 1
pada tanggal 6 september tahun 1963. Perusahaan daerah ambon mempunyai
fungsi menjalankan usaha-usaha yang meliputi cabang-cabang produksi yang
penting bagi daerah dan menguasai hayat hidup orang banyak dibidang usaha
perindustrian, perdagangan, pertambangan, pertanian, perkoperasian, perikanan
dan hasil laut, kehutanan dan pelayaran serta bidang usaha lain sesuai ketentuan
yang berlaku.
Perusahaan Daerah Panca karya Ambon memiliki pegawai sebanyak 164
orang dengan rincian : pegawai tetap sebanyak 36 orang, pegawai transamboina
(unit usaha transportasi darat) sebanyak 16 orang, ABK KMP Badaleon sebanyak 20
orang, ABK KMP Tanjung kuako sebanyak 18 orang, ABK KMP Tatihu sebanyak 19
orang, ABK KMP Teluk Ambon sebanyak 15 orang, Pengawas dan petugas portir
KMP Teluk Ambon sebanyak 15 orang, Pengawas dan petugas portir KMP Tanjung
Kuako 5orang, pegawai bengkel sebanyak 3orang, dan pegawai kontrak sebanyak
20 orang.
48
Dalam bidang usaha pelayaran Perusahaan Daerah Panca Karya Ambon
memiliki 4(empat) Armada yaitu KMP Teluk Ambon, KMP Tanjung Koako, KMP
Bada Leon, dan KMP Tahitu. Aran Adapun rute pelayaran  keempat Arnada yakni,
Teluk Ambon beroperasi Poka-Galala, Tanjung Koaka beroperasi dari Liang-Waipirit,
Bada Leon beroperasi Sanana-Namlea, dan Tatihu beroperasi dari Wahai-Waigama-
Sorong.
TABEL 4.1







1 Laki-laki 101 62
2 Perempuan 63 38
Total 164 100
Sumber: data sekunder PD.Panca Karya Ambon tahun 2014
Berdasarkan data yang diperoleh jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin,










1 SMA 99 60
2 D3 25 15
3 S1 36 22
4 S2 4 3
5 S3 - 0
Total 164 100
Sumber: data sekunder PD.Panca Karya Ambon tahun 2014
Berdasarkan data yang diperoleh jumlah pegawai berdasarkan jenjang
pendidikan di PD.Panca Karya Ambon, tidak ada pegawai  lulusan S3 sedangkan
jumlah pegawai yang paling banyak adalah lulusan SMA.
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TABEL 4.3
Preentasi Data Pegawai Perusahaan Daerah Panca Karya Ambon
Berdasarkan Masa Kerja
No. Masa Kerja (tahun) Jumlah Presentasi
(%)
1 1-5 68 41
2 5-10 79 48
3 11-15 4 3
4 16-20 8 5
5 >20 5 3
Total 164 100
Sumber: data sekunder PD.Panca Karya Ambon tahun 2014
Berdasarkan data yang diperoleh jumlah pegawai berdasarkan masa kerja
di PD.Panca Karya Ambon, jumlah pegawai yang paling paling banyak adalah
pegawai dengan masa kerja dengan rentang 5-10 tahun sedangkan yang paling
sedikit adalah pegawai dengan masa kerja dengan rentang 11-15 tahun.
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TABEL 4.4






1 ≤ 25 8 5
2 26-35 61 37
3 36-45 54 33
4 46-55 41 25
Total 164 100
Sumber: data sekunder PD.Panca Karya Ambon tahun 2014
Berdasarkan data yang diperoleh jumlah pegawai berdasarkan usia di
PD.Panca Karya Ambon, jumlah pegawai yang paling paling banyak adalah
pegawai dengan usia diantara 26-35  tahun sedangkan yang paling sedikit adalah
pegawai dengan usia dibawah 25 tahun.
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TABEL 4.5





1 PNS 63 38
2 Honorer 101 62
Total 164 100
Sumber: data sekunder PD.Panca Karya Ambon tahun 2014
Berdasarkan data yang diperoleh jumlah pegawai berdasarkan status di
PD.Panca Karya Ambon, jumlah pegawai honorer lebih banyak dari PNS.
B. Stuktur Organisasi
Adapun struktur Perusahaan Daerah Panca Karya Ambon masing-masing
sebagai berikut:
a. Unsur Pemimpin
1. Badan Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana di
tetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat 1 Maluku Nomor : 5/DPRD-
GR/63 tanggal 6 September 1963 dimana penjelasan tertuang di dalam
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surat Gubernur Nomor : 528.700/SK/421/91 Tanggal 8 juli 1971 tentang
tata cara menjalankan pekerjaan badan pengawas dan keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tanggal 9 juli 1999 tentang
kepengurusan Badn Usaha Milik Daerah (BUMD).
b. Direksi yang Terdiri Dari :
1. Direksi Utama, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan
dan mengendalikan semua kegiatan para direktur, maupun Devisi dan
pimpinan anak perusahaan seuai ketentuan yang berlaku. Rincian tugas
Direktur Utama adalah sebagai berikut :
 Menyusun dan menyiapkan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan
rencana kera tahunan perusahaan untuk disampaikan kepada
badan pengawas guna memperoleh pengesahan.
 Menyusun dan menyiapkan program kerja setelah mendapatkan
persetujuan badan pengawas.
 Menyusun kebijakan perusahaan dan program kerja tahunan yang
memperlihatkan target yang harus dicapai perusahaan
 Mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas
perusahaan
 Mengarahkan para direktur, manajer devisi dan anak perusahaan
dalam melaksanakan tugas
 Menandatangani neraca dan laporan laba rugi
 Mengadakan negosiasi bisnis sesuai ketentuan yang berlaku
 Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain
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 Mewakili perusahaan di dalam dan diluar pengadilan
 Menyampaikan laporan berkala tentang seluruh kegiatan
perusahaan termasuk neraca dan laporan laba rugi kepada badan
pengawas.
2. Direktur Keuangan : Mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam
mengelola laporan keuanagn perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Uraian tugas direktur keuangan yaitu:
 Melaksanakan pelayanan keuangan kepada devisi-devisi
keuangan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku
 Menyiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan
perusahaan
 Menyiapkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan.
 Mengelola kas perusahaan
 Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja perusahaan serta menyelenggarakan
pembukaan dan kas perusahaan
 Memberi saran dan pendapat  kepada direktur utama
3. Direktur produksi/pemasaran : Mempunyai tugas pokok membantu
Direktur Utama mempersiapkan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan
produksi dan pemasaran sesuai kegiatan yang berlaku. Uraian tugas
direktur keuangan yaitu:
 Merumuskan kegiatan-kegiatan usaha produksi dan pemasaran
dalam rangka pengembangan perusahaan
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 Menyiapkan program kerja tahunan devisi
 Melaksanakan pemberian devisi pelayanan operasional kepada
devisi-devisi dan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku
 Melaksanakan
4. Unsur Staf







 Melaksanakan administrasi umum devisi
 Menyusun rencana operasional
 Menyusun perkiraan pendapatan devisi
 Menyusun program anggaran belanja tahunan
 Pengendalian dan pengawasan anggaran belanja devisi
 Pelaksanaan umum pembukuan dan perpajakan
 Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan direktur utama
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 Urusan humas dan hukum
Mempunyai tugas
 Melaksanakanadministrasi personalia, pengembangan
karir, dan pemberian penghargaan
 Mengendalikan kegiatan surat-menyurat dan tata
kearsipan perusahaan
 Menyiapkan produk-produk perundang-undangan dan
dokumentasi keputusan direksi dan mendistribusikan
kepada yang berkepentingan (intern/ekstern)
 Mengatur urusan RT dan perusahaan
 Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan
 Menyelenggarakan administrasi perlengkapan dan
penyimpan daftar investasi kekayaan perusahaan
 Melakukan pelayanan angkutan dan peralatan bagi
satuan-satuan tugas dalam perusahaan.
 Melaksanakan publikasi dan dokumentasi kegiatan-
kegiatan perusahaan dan memberikan penjelasan dan
keterangan kepada media tentang keterangan kepada
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media tentang kebijaksanaan dan hasil-hasil kegiatan
perusahaan setelah berkonsultasi dengan direksi
 Mengatur urusan protocol perusahaan
 Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan direktur utama






 Melaksanakan administrasi umumdevisi di bidang
kehutanan dan industry hilir
 Menyusun rencana operasional devisi di bidang kehutanan
dan industry hilir
 Menyusun perkiraan pendapatan devisi di bidang
kehutanan dan industry hilir
 Menyusun rencana anggaran belanja tahunan devisi di
bidang kehutanan dan industry hilir
 Pengendalian dan pengawasan anggaran belanja devisi
 Melakukan kontroling dan crushing di bidang kehutanan
dan industry hilir
 Malakukan tugas-tugas lain yang diberikan direktur utama
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4) Manajer devisi hasil laut dan industry lainnya membawahi:
 Urusan perikanan
 Urusan rumput laut
Mempunyai tugas :
 Melaksnakan administrasi umum dibidang hasil laut dan
rumput laut
 Menyusun perkiraan pendpatan devisi
 Menyusun rencana anggaran belanja tahunan devisi
 Mengawasi dan  mengendalikan anggaran belanja devisi
 Melakasnakan kegiatan operasional devisi
 Pemasaran hasil produksi devisi
 Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur
utama





 Urusan pompa bensin
Mempunyai tugas
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 Melaksanakan umum defisi meliputi urusan
aspal/semen/pupuk kimia,otomotif,perbekalan dan pompa
bensin.
 Menyusun perkiraan pendapatan devisi
 Menyusun rencana anggaran belanja tahunan defisi
 Pengendalian dan pengawasan anggaran tahunan devisi
 Melaksanakan operasional kegiatan devisi
 Pemasaran produksi devisi
 Melakukan tugas lain yang diberikan oleh direktur utama
STUKTUR ORGANISASI KAPAL (Unit Usaha Transportasi Laut)
Berdasarkan struktur organisasi di atas maka dapat dilihat uraian tugas (tanggung
jawab)dan wewenang dari masing-masing sebagai berikut:
a. Tanggung Jawab Nahkoda
1. Memenuhi semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Nasional
dan Internasional, prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi kerja.
2. Menjamin kapal layak laut sebelum memulai pelayaran / penyebrangan
dan selama frekuensi penyebrangan, khususnya memperhatikan hal-hal
berikut ini :
 Memastikan kapal, perlengkapan dan permesinan dalam kondisi
baik untuk beroperasi.
 Memastikan cukup stabilitas kapal selama penyebrangan.
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 Mengetahui cukup informasi tentang rute penyebrangan, navigasi
khusus dan kondisi-kondisi pelayaran.
 Menjamin akan keselamatan jiwa manusia diatas kapal.
3. Menjamin keselamatan kapal dipelabuhan dan di laut.
4. Bertanggung jawab atas disiplin semua personil diatas kapal.
5. Menjamin akan pengumpulan sampah serta limbah lainnya.
6. Menjalin hubungan dan komunikasi yang efektif antara kapal dan darat.
7. Bertanggung jawab untuk pengawasan serta penyimpanan dokumen-
dokumen dan catatan-catatan manajemen keselamatan.
8. Menerapkan kebijaksanaan perusahaan tentang keselamatan dan
perlindungan lingkungan.
9. Meninjau ulang system mamajemen keselamatan perusahaan diatas
kapal dan melaporkan setiap ketidaksesuaian kepada “designated
Person Ashore” atau kepala Cabang.
10. Memberikan instruksi-instruksi yang jelas dan sederhana serta perintah
pelaksanan kepada semua personil dikapal, misalnya melalui dokumen-
dokumen tertulis sebagai berikut :
 “Master’s Standing Order”
 Rencana Operasi kapal (lihat dokumen No.:PK-070
 Prosedur embarkasi / debarkasi penumpang dan muatan kapal.
 Prosedur serta instruksi kerja pemeliharaan kapal dan
perlengkapan.
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11. Melakukan secara regular dan random pemeriksaan perlengkapan
keselamatan di atas kapal.
12. Melaksanakan latihan-latihan keselamatan bagi personil-personil di atas
kapal.
b. Wewenang Nahkoda
 Memiliki kewenangan menyimpan dari system (over riding authority) dan
bertanggung jawab dalam pengambilan keputusannya yang berhubungan
dengan keselamatan dan pencegahan pencemaran.
 Membantu mengadakan pengecekan atas perizinan dan sertifikat-
sertifikat kapal dan melaporkan ke petugas darat untuk keperluan
perpanjangan/pembaruan perijinan atau sertifikat keselamatan dan klas.
c. Tanggung Jawab dan Tugas Mualim I
 Dapat menggantikan posisi Nahkoda, Jika nahkoda berhalangan
dengan sepengetahuan manajemen perusahaan dam Syahbandar.
 Membantu nahkoda dalam mengimplementasikan manajemen
keselamatan kapal.
 Mengkoordinasikan instruksi-instruksi kerja manajemen keselamatan
dan perintah-perintah nahkoda lainnya yang berhubungan dengan
dinas kapal, termasuk pengaturan tugas jaga laut dan jaga berlabuh.
 Membantu nahkoda dalam mengolah gerak kapal waktusandar dan
bertolak.
 Sebagai kepala kerja dek, mengatur dan mengawasi pemeliharaan
kapal serta perlengkapan-perlengkapan.
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d. Tanggung Jawab dan Tugas Mualim II
 Bertanggung jawab atas pemeliharaan, penyiapan alat-alat bantu
navigasi dan menguasai pengoperasiannya, disamping tanggung
jawab atas tugas jaga.
 Bertanggung jawab atas kelengkapan, penyimpanan, dan pmakaian
obat-obatan (P3K) di kapal.
 Membantu nahkoda atau mualim I sewaktu mengolah gerak kapal
sandar dan bertolak  atau labuh jangkar.
 Membuat permintaan kebutuhan dek atas petunjuk nahkoda atau
mualim I
 Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diinstruksikan nahkoda atau
mualim I
 Menyimpan dan menyiapkan peta-peta yang diperlukan untuk daerah
pelayaran operasi kapal.
 Menjaga, memelihara dan menguasai pengoperasian alat-alat
hiburan jika ada.
 Bertanggung jawab atas inventaris bagian radio, dokumen-dokumen
dinas stasiun radio dan lainnya sesuai instruksi nahkoda.
e. Tanggung Jawab dan Tugas Mualim III
 Betanggung jawab atas pemeliharaan dan kesiapan alat-alat
penolong /keselamatan serta penguasaan terhadap
pengoperasiannya.
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 Memelihara dan memperbaharui sijil sekoci, sijil kebakaran, dan sijil
meninggalkan kapal.
 Membantu nahkoda dalam mengolah gerak-gerik kapal sandar dan
bertolak atau berlabuh jangkar.
 Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diinstruksikan nahkoda atau
mualim I.
 Membantu nahkoda atau mualim 1 dalam mengolah gerak sandar
dan bertolak atau berlabuh jangkar.
 Bertanggung jawab atas tugas-tugas koki dan pelayan.
 Membantu nahkoda untuk tugas-tugas administrasi kapal, termasuk
keuangan dan belanja kebutuhan awak kapal.
 Bertanggung jawab atas kelancaran embarkasi/debarkasi penumpang
dan pengaturan serta kebersihan ruang-ruang penumpang, kantin
dan sanitary.
f. Tanggung Jawab dan Tugas Juru Mudi
 Bertanggung jawab langsung kepada mualim jaga dalam
pelaksanaan tugas jaga memegang kemudi.
 Menaikkan dan menurunkan bendera pada saat jaga.
 Membantu serang, mistri dan mualim jaga dalam kegiatan bongkar
muat kendaraan embarkasi/debarkasi penumpang diluar jam jaga
kemudi.
 Melaksanakan instruksi-instruksi kerja rutin pemeliharaan kapal diluar
jam jaga.
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g. Kepala Kamar Mesin (KKM)
Bertanggung jawab langsung kepada nahkoda sebagai kepala departemen
mesin dalam menerapkan manajemen keselamatan dan perlindungan
lingkungan serta melaksanakan tugas-tugas sesuai bidangnya.
Tanggung Jawab dan Tugas KKM :
 Keselamatan pengoperasian permesinan di kamar mesin dan ruang
kemudi, termasuk pemeliharaan motor induk, motor bantu, pesawat-
pesawat bantu dikamar mesin dan di dek, alat-alat pemadam
kebakaran di kamar mesin, mesin pendingin ruangan, tenaga listrik
utama dan darurat serta perlengkapan-perlengkapan kritis (Critical
equipments)
 Pengaturan jaga kamar mesin dan jaga berlabuh serta disiplin kerja.
 Memelihara keandalan dan kesiapan operasi instalasi hidrolik
penggerak bow visor, lower cover (jika ada) dan bow thruster.
 Merencanakan pemeliharaan terpadu dan menyiapkan pekerjaan
survey tahunan serta special survey.
 Memelihara catatan pemeliharaan permesinan kapal.
 Menyelenggarakan inventarisai peralatan kerja dan suku cadang
serta membuat laporan pemeliharaan dan pemakaian suku cadang,
material-material, minyak lumas dan baha n bakar.
 Bertanggung jawab atas pengisian dan atau pencatatan buku jurnal
mesin dan oil record book.
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 Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diinstruksikan oleh
manajemen perusahaan melalui nahkoda.
h. Tanggung Jawab dan Tugas Masinis I
 Bertanggung jawab langsung kepada KKM dan sebagai kepala kerja
dikamar mesin, masinis I mengatur pembagian tugas pemeliharaan
kepada para masinis.
 Selain melaksanakan tugas jaga, masinis I mengawasi inventaris
kamar mesin dan membantu KKM melakukan inventaris, pemakaian
suku cadang, pemakaian minyak pelumas dan bahan bakar.
 Bertanggung jawab atas keselamatan kerja ABK bagian mesin dan
perlindungan lingkungan.
 Bertanggung jawab atas keandalan, kesiapan dan pemeliharaan
motor induk, mesin kemudi, instalasi hidrolik dan mesin pendingin
ruangan (air conditioning).
 Bertanggung jawab atas kebersihan dikamar mesin dan ruang mesin
kemudi.
 Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diinstruksikan oleh Kepala
Kamar Mesin (KKM).
i. Tanggung Jawab dan Tugas Masinis II
 Bertanggung jawab atas keandalan, kesiapan dan pemeliharaan
motor-motor bantu, Oil Water Separator (OWS) dan pesawat-pesawat
bantu lainnya.
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 Mengawasi dan mencatat isi tangki-tangki bahan bakar, minyak
pelumas dan minyak hidrolik.
 Melaksanakan tugas jaga kamar mesin dan tugas-tugas lainnya yang
diinstruksikan oleh masinis I.
j. Tanggung Jawab dan Tugas Masinis III
 Bertanggung jawab atas keandalan, kesiapan dan pemeliharaan alat-
alat pemadam kebakaran di kamar mesin, pompa pemadam darurat,
motor penggerak generator darurat, motor sekoci, kran-kran air laut,
air tawar dan saringan-saringan air laut dan air bilga.
 Selain melaksanakan tugas jaga kamar mesin dan tugas-tugas
masinis I dan masinis II dan tugas-tugas lainnya yang diinstruksikan
oleh masinis I.
k. Tanggung Jawab dan Tugas Electrician
 Bertanggung jawab langsung kepada KKM untuk  keandalan,
kesiapan, dan pemeliharaan instalasi listrik, termasuk papan
penghubung utama ( main switch board), generator utama, generator
darurat, motor listrik penggerak pompa-pompa dan motor hidrolik,
kontraktor-kontraktor untuk winches dan penerangan.
 Menyelenggarakan pemeriksaan secara rutin akan hubungan listrik
dan isolasi jaringan listrik serta penerangan navigasi.
 Mengadakan inventarisasi perlengkapan kebutuhan instalasi listrik
serta pencatatan pemakaiannya.
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 Membuat laporan-laporan rutin/berkala untuk pemakaian
perlengkapan instalasi listrik dan kerusakan kepada KKM.
 Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diinstuksikan oleh masinis I
atau KKM.
l. Tanggung Jawab dan Tugas Juru Minyak
 Selama tugas jaga kamar mesin, juru minyak bertanggung jawab
kepada masinis jaga dan memelihara kebersihan di kamar mesin.
 Melaksanakan kerja harian yang diatur oleh mandor mesin diluar jam
jaga.
 Membantu para masinis untuk pemeliharaan permesinan dan
perbaikan-perbaikan selama tidak bertugas jaga.
4.2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan
antara persepsi manajemen Unit transportasi laut PD.Panca Karya Ambon
dengan harapan pengguna jasa yang dideskripsikan sebagai berikut:
A. Kesenjangan persepsi manajemen (Gap 1)
Kesenjangan ini terjadi apabila terdapat perbedaan antara
harapan-harapan penumpang dengan persepsi pihak unit usaha
transportasi laut PD.Panca karya Ambon. Pihak perusahaan mungkin
mampu memahami harapan dan keinginan penumpang, namun
pemahaman pihak perusahaan tentang harapan penumpang beda
68
dengan apa yang sebenarnya diinginkan penumpang. Berikut
indikatornya :
1. Pelayanan Sesuai Kebutuhan Masyarakat
penyedia jasa wajib memberikan pelayanan yang terbaik
kepada pengguna jasa, sehingga sangat diperlukan kesiapan para
petugas untuk menaggapi keluhan atau sekedar menanyakan apa
yang pengguna jasa/masyarakat butuhkan, sehingga pelayanan yang
diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Unit
transportasi laut sebagai sebuah sarana penyedia jasa pelayanan
dibidang transportasi hendaknya lebih rensponsif teradap keluhan
dan kebutuhan pengguna jasa.
Ketanggapan petugas dalam merenspon keluhan-keluhan
yang disampaikan oleh pengguna jasa serta ketepatan pelayanan
yang diberikan di Unit usaha tersebut. Proses penyelesaian dan
kecepatan penyelesaian keluhan tersebut menjadi penilaian penting
pengguna jasa tentang pelayanan yang diterima  karena pengguna
jasa akan merasa senang bila keluhan mereka didengar dengan baik
oleh pihak pemberi pelayanan dan langsung mengambil tindakan dari
keluhan mereka.
Adanya keluhan pengguna jasa berarti bahwa pelayanan
yang diberikan belum maksimal. Akan tetapi jika keluhan tersebut
dapat ditanggapi dan diselesaikan dengan cepat maka pelayanan
akan dinilai baik.
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Seperti yang dikemukakan oleh pengawas lapangan
KMP.Teluk Ambon (Bpk.Marsel pitris, wawancara 9 juli 2015) :
Tugas pengawas KMP adalah untuk mengobservasi
dilapangan sehingga selain dapat memantau jalannya unit
usaha tersebut, kami juga dapat melihat apakah ada keluhan-
keluhan dari pengguna jasa terhadap pelayanan kami ataupun
tidak. Jika ada tentu kami akan semaksimal mungkin
menangani keluhan-keluhan tersebut.
Hal ini didukung dengan pernyataan kepala unit transportasi
laut PD.Panca Karya Ambon (Bapak.Corneles,wawancara 24 juli
2015) :
“Dalam hal pelayanan tentu kami sebagai pemberi layanan
telah berupaya untuk melakukan yang terbaik, sehingga setiap
kali diadakan rapat kami berusaha untuk mengetahui
keinginan pelanggan melalui pendapat para petugas yang
berinteraksi langsung dengan penumpang, selain itu kami juga
telah menyediakan kotak saran disetiap unit tansportasi.”
Selain itu juga juru mudi transportasi laut PD. Panca Karya
(Bapak.Marten, wawancara 15  juli 2015) menyatakan bahwa :
“Sebenarnya kalau berbicara mengenai pelayanan sudah
memuaskan atau belum memang pihak kapal, ABK, dan
seluruh petugas di darat berusaha memberikan pelayanan
yang terbaik dan sesuai kebutuhan pengguna jasa, tapi kalau
mengenai maksimal atau tidak itu harus dinilai oleh pengguna
jasa karena kami tidak bisa menilai pelayanan kami sendiri.
Intinya kami berusaha berikan pelayanan sesuai kebutuhan
pengguna jasa.”
‘Berdasarkan hasil wawancara, pihak PD.Panca Karya telah
berupaya untuk memahami kebutuhan masyarakat dan meningkatkan
pelayanannya. Dalam usaha memberikan pelayanan yang terbaik
oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, tentunya sangat
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diperlukan kesiapan para petugas untuk menanggapi keluhan atau
pengaduan pengguna jasa. Tentunya pengguna jasa tidak mau bila
keluhan mereka tidak mendapat respon dari pihak pemberi layanan
tersebut. Sudah selayaknya pengguna jasa tidak mau menunggu
terlalu lama untuk mendapatkan respon, apalagi sampai tidak
mendapatkan perhatian sama sekali dari pihak PD.Panca karya. Ini
tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh
pihak PD.Panca karya. Wawancara dengan salah satu penumpang
KMP.Teluk Ambon (Muh.Arif) wawancara 9 Juli 2015
mengemukakan:
“menurut saya pelayanan belum memuaskan karena saya
adalah mahasiswa, seharusnya dikenakan biaya pelajar yang
biayanya lebih murah tapi harga pada hari sabtu biasanya
lebih mahal (dikenakan biaya umum), kalau di Poka masih
dikenakan biaya pelajar tapi di Galala mereka pakai biaya
umum. Seharusnya ada kepastian harga”
Hasil wawancara 9 juli 2015 dengan Nanda Talakua,
mengemukakan:
“kalau harus menilai pelayanan di Kapal ini, menurut saya
fasilitasnya masih kurang dan kebersihannya juga buruk
karena hampir semua ruang dikapal  maupun diruang tunggu
tidak bersih. Kamar mandi kotor, yang lain juga kotor. Padahal
kebersihan merupakan hal yang membuat kami (penumpang)
nyaman.”
Hasil wawancara bersama salah seorang penumpang lainya
(Putria, wawancara 9 juli 2015) mengemukakan:
“Sebenarnya saya sudah cukup puas dengan pelayanan yang
diberikan tapi lebih bagusnya lagi harus utamakan kebersihan
kapal,terutama kebersihan kamar mandi”
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Hasil wawancara pihak PD.Panca Karya sudah melakukan
survey kebutuhan masyarakat dan menetapkan prosedur pelayanan
namun terdapat perbedaan antara harapan-harapan penumpang
dengan persepsi manajemen terhadap penumpang.Menurut pihak
PD.Panca Karya masyarakat akan puas bila pelayanan ramah dan
kapal bisa tiba lebih cepat dari waktu tempuh. Tapi kenyataannya
pelayanan yang diberikan oleh unit usaha transportasi laut PD.Panca
Karya masih belum memuaskan karena penumpang berpendapat
bahwa, sejauh ini belum ada pelayanan yang lebih untuk menanggapi
keluhan mereka seperti keluhan mengenai kepastian harga dan
kebersihan kapal.
2. Interaksi Antara Pemberi dan Penerima Pelayanan.
Kesenjangan persepsi kualitas akan terjadi apabila terdapat
perbedaan antara persepsi manajemen tentang harapan-harapan
konsumen dengan spesifikasi kualitas pelayanan yang dirumuskan :
Interaksi antara pemberi dan penerima layanan kurang baik atau tidak
sesuai dengan harapan pengguna jasa.Sopan dan ramah dalam
memberikan pelayanan merupakan hal yang mutlak yang harus
dilakukan oleh seluruh pegawai yang terlibat langsung dalam proses
pemberian layanan kepada pengguna jasa di kapal.
Kesopanan dan keramahan pegawai yang ada di kapal
tersebut merupakan suatu nilai apakah unit usaha tersebut dapat
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dikatakan berkualitas atau tidak. Selalu memberikan senyuman dan
ikhlas dalam memberikan  layanan akan memberikan rasa nyaman
kepada pengguna jasa. Seperti yang diungkap oleh kepala unit usaha
transportasi laut PD.panca karya (bapak Corneles) berdasarkan
wawancara 24 juli 2015 mengatakan :
“untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami tentu para
karyawan harus melayani dengan sopan dan ramah terutama
bagi petugas porter dan anak buah kapal (ABK) karena
mereka yang berinteraksi langsung dengan pengguna jasa”
Pengawas lapangan KMP.Teluk Ambon (Bpk.Marsel pitris,
wawancara 9 juli 2015) :
“sebagai petugas yang secara langsung bertemu dengan
pengguna jasa tentu perusahaan menuntut kami selaku
petugas dilapangan untuk lebih ramah sehingga kami
berusaha seramah mungkin pada pengguna jasa”
Berdasarkan hasil wawancara pihak Unit transportasi Laut
PD.Panca karya sudah memahami pentingnya intraksi antara
pemberi dan pengguna jasa. Namun, beda halnya dengan pendapat
pengguna jasa yang mengatakan bahwa mereka merasa pelayanan
yang diberikan tidak sesuai dengn harapan seperti pada wawancara
dengan salah satu pengguna jasa (Resta) pada 9 juli 2015,
mengatakan :
“pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak memuaskan
karena dari sikap petugas yang tidak ramah”
Sama halnya dengan yang dikatakan oleh pengguna jasa lainnya (Ibu
Yulia) pada 15 juli 2015:
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“menurut saya pelayanan yang diberikan oleh petugas masih
kurang baik karena mereka tidak pernah tersenyum. Padahal
pelayanan akan lebih baik jika para petugas lebih ramah”
3. Jenjang Birokrasi Dalam Organisasi.
Dalam suatu organisasi pentingnya kejelasan tugas pokok dan
fungsi bagi setiap anggota birokrat, karena jika setiap organisasi
memiliki banyak jenjang birokrasi maka proses pelayanan akan
memakan waktu yang lama, terkesan kaku dan berbelit-belit. Jika hal
tersebut terjadi maka pelayanan yang diberikan oleh organisasi
tersebut tidak maksimal. Semestinya pelayanan itu sederhana, jelas,
dan mempunyai kepastian waktu sesuai dengan prinsip pelayanan
public menurut keputusan MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003.
Gambar 4.2.




Berdasarkan hasil  penelitian dan data yang diberikan oleh
PD.Panca Karya Ambon, dapat disimpulkan bahwa PD.Panca Karya
memiliki banyak jenjang birokrasi.
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B. Kesenjangan persepsi kualitas  (Gap 2)
Gap persepsi kualitas akan terjadi apabila terdapat perbedaan
antara harapan-harapan konsumen dengan spesifikasi kualitas
pelayanan yang dirumuskan. Indikatornya adalah :
1. Komitmen manajemen terhadap pelayanan.
Pada dasarnya melaksanakan komitmen sama saja
maknanya dengan menjalankan kewajiban, tanggung  jawab, dan
janji yang membatasi kebebasan seseorang untuk melakukan
sesuatu. Karena jika sudah memiliki komitmen maka dia harus
mendahulukan apa yang sudah dijanjikan buat organisasinya
ketimbang untuk kepentingan dirinya.
Disisi lain komitmen berarti adanya ketaatan seseorang dalam
bertindak sesuai dengan janji-janjinya. Semakin tinggi derajad
komitmen karyawan semakin tinggi pula kualitas pelayanan yang
dicapainya. Namun dalam prakteknya tidak semua karyawan
melaksanakan komitmen seratus persen, ada komitmen yang tinggi
dan ada juga yang rendah, Sehingga untuk mewujudkan pelayanan
yang baik, sangat diperlukan komitmen dari para pimpinan. Seperti
yang dikemukakan oleh Bagian personalia PD.Panca Karya Ambon
(Ibu Elfrida) wawancara 24 juli 2015:
“kami memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang telah
ditetapkan oleh PD.Panca Karya dengan harapan visi dan misi
perusahaan ini dapat tercapai, dan pelayanan yang
berkualitas merupakan salah satu visi dan misi kami”
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Kepala unit transportasi laut (bapak Corneles) wawancara 24
juli 2015:
“kami telah memahami pelayanan yang ditetepkan oleh
perusahaan, dan tentunya kami akan terus berkomitmen
dengan pelayanan kami kepada masyarakat”
Kapten KMP.Teluk Ambon (Bapak La Ode Abidin) wawancara
19 juli 2015:
“pelayanan yang kami berikan sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan perusahaan”
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PD.Panca Karya
telah memahami komitmen manajemen.
2. Standarisasi Pelayanan.
Setiap organisasi yang bergerak dibidang pelayanan jasa
mempunyai standar pelayanan yang sudah ditentukan berdasarkan
keputusan MENPAN No. 63 Th 2003 tentang standar pelayanan.
Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan
dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima
pelayanan. Jika pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan
standar pelayanan maka organisasi otlah sersebut sudah bisa
dikatakan memiliki pelayanan yang berkualitas.
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Standar Pelayanan Penumpang transportasi laut PD.Panca Karya
Ambon (Bersama dengan ASDP) :
Penumpang Pejalan Kaki
- Membeli tiket di loket tiket
- Memberi data berupa nama dan usia kepetugas .
- Membayar tiket sesuai dengan yang diberi tahu oleh petugas
- Mendapat tiket (berbentuk sehelai kertas)
- Menunggu kapal siap sandar
- Menunjukan tiket pada petugas portir
- Penumpang bisa leluasa ke dalam kapal
Penumpang Membawa Kendaraan
- Membeli tiket di loket tiket kendaraan
- Memberi data berupa nama dan usia kepetugas
- Membayar tiket sesuai dengan yang diberi tahu oleh petugas
(harga tiket disesuaikandengan jenis/golongan kendaraan)
- Mendapat tiket (berbentuk sehelai kertas)
- Menunggu kapal siap sandar
- Menunjukan tiket pada petugas portir kendaraan
Penumpang menunggu aba-aba dari petugas portir kendaraan untuk
bisa ke dalam kapal.
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C. Kesenjangan Penyelenggaraaan Pelayanan  (Gap 3)
Gap ini lahir jika pelayanan yang diberikan berbeda dengan
spesifikasi kualitas pelayanan yang dirumuskan. Indikatornya adalah:
1. Ketidak-jelasan Peran.
Ketidak-jelasan peran (Role ambiguity) mengacu pada
kurangnya kejelasan mengenai harapan-harapan pekerjaan, metode-
metode untuk memenuhi harapan-harapan yang dikenal, dan/atau
konsekuensi dari kinerja atau peranan tertentu.
Berdasarkan yang dikemukakan oleh kepala unit transportasi
laut PD.Panca Karya (Bapak Corneles ) 24 juli 2015 :
“Tidak pernah terjadi ketidak-jelasan peran karena masing-
masing pegawai sudah mengetahui tugas dan tanggung
jawabnya masing-masing sehingga mereka bekerja
berdasarkan tugas dan tangggung jawab tersebut.”
Pernyataan tersebut sama dengan apa yang dikatakan oleh
bagian personalia (Ibu.Elfrida) 24 juli 2015:
“selama saya bekerja di perusahaan ini, hal seperti ketidak-
jelasan peran tidak pernah terjadi karena masing-masing
pegawai ketika menjabat posisi tertentu telah diberitahukan
tupoksi oleh perusahaan”
Hasil wawancara pihak PD.Panca Karya mengatakan tidak
pernah terjadi ketidak-jelasan peran. Sedangkan saat penelitian,
peneliti menemukan bahwa ada tugas yang seharusnya dikrjakan
oleh nahkoda dan/atau mualim I yang justru dikerjakan oleh mualim
II.Berdasarkan peraturan perusahaan jika nahkoda tidak ada pada
saat tugas jaga maka yang  berhak mengganti posisi nahkoda hanya
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mualim I namun pada saat ingin menemui nahkoda atau mualim I
untuk mewawancarai, yang bisa ditemui oleh peneliti hanya mualim II
karena nahkoda dan mualim I tidak sementara bertugas. Sehingga
yang dapat diwawancarai mualim II, hal ini tentu bertentangan
dengan peraturan perusahaan.
2. Teknologi
Teknologi sekarang semakin modern dank arena kemodern
inilah masyarakat semakin terbantu dalam menyelesaikan tugas
mereka, hal ini juga berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan.
Semakin bagus teknologi yang dipakai maka semakin cepat pula
pelayanan yang diberikan.
Seperti yang dikemukakan oleh petugas electrician
KMP.Tanjung Kuako, Bapak Wellem (wawancara 15 juli 2015)
mengatakan bahwa :
“selama melakukan pekerjaan saya (petugas electrician)
merasa cukup kesulitan dengan mesin listrik kapal yang
digunakan karena mesinnya sudah tua sehingga sering
kesulitan dipakai bahkan pernah mati ditengah perjalanan,
memang sudah diberi tahu kepada pihak yang lebih tinggi
jenjangnya dan bahkan mesin baru sudah dibeli namun tidak
cocok sehingga KMP ini tetap menggunakan mesin yang
lama. Sehingga saya berharap baik manajer maupun atasan
lainnya bisa memprioritaskan perbaikan mesin”
80
Nahkoda pada KMP Teluk Ambon bapak Marten (wawancara
9 juli 2015) mengatakan bahwa :
Selama bertugas tidak ada keterlambatan keberangkatan
karena ini merupakan rute pendek dan kami juga sering
mengadakan koordinasi dengan ASDP itu bukan karena
kelalaian ABK tetapi karena ada sedikit masalah dengan
mesin.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PD.Panca Karya
Ambon memang diakui bahwa mereka memiliki masalah dengan
mesin (teknologi) yang merupakan alat vital bagi pelayanan unit
transportasi laut.
D. Kesenjangan komunikasi pasar (Gap 4)
Kesenjangan ini terjadi akibat adanya pelayanan yang
diberikan dengan komunikasi eksternal terhadap konsumen. Dalam
hal ini pihak manajemen harus memahami pentingnya komunikasi
dengan konsumen, indikatornya:
1. Komunikasi Sesama Petugas Pelayanan
Proses pelayanan akan berjalan dengan semakin baik bila
komunikasi petugas pelayanan baik begitupun sebaliknya, bila
komunikasi sesama petugas pelayanan buruk maka kualitas
pelayananpun akan buruk.
Berdasarkan wawancara dengan nahkoda pada KMP Teluk Ambon
bapak Marten (wawancara 9 juli 2015) mengatakan bahwa:
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“menurut saya komunikasi kami sesama petugas sangat baik
karena kapal ini telah menjadi rumah kedua bagi kami
sehingga menjaga komunikasi sangatlah penting”
Berdasarkan wawancara dengan Petugas portir KMP.Teluk
Ambon bapak Febri (wawancara 9 juli 2015) mengatakan bahwa:
“Ya,komunikasi kami baik terutama ketika harus berganti jam
kerja”
Berdasarkan hasil wawancara, PD.Panca Karya sudah
memahami pentingnya komunikasi dengan sesama petugas.
2.  Komunikasi pemberi dan penerima Pelayanan.
Berdasarkan wawancara dengan nahkoda pada KMP Teluk
Ambon bapak Marten (wawancara 9 juli 2015) mengatakan bahwa:
“Selama bertugas tidak ada keterlambatan keberangkatan
karena ini merupakan rute pendek dan kami juga sering
mengadakan koordinasi dengan ASDP itu bukan karena
kelalaian ABK tetapi karena ada sedikit masalah dengan
mesin.”
Wawancara dengan Mualim II pada KMP.Teluk Ambon bapak
La Ajid (wawancara 9 juli 2015) mengatakan bahwa:
“tidak pernah teradi keterlambatan keberangkatan, kecuali
dengan alasan cuaca yang buruk.”
Wawancara dengan salah satu penumpang KMP.Teluk
Ambon (Muh.Arif) wawancara 9 Juli 2015 mengemukakan:
“menurut saya pelayanan belum memuaskan karena saya
adalah mahasiswa, seharusnya dikenakan biaya pelajar yang
biayanya lebih murah tapi harga pada hari sabtu biasanya
lebih mahal (dikenakan biaya umum), kalau di Poka masih
dikenakan biaya pelajar tapi di Galala mereka pakai biaya
umum. Seharusnya ada kepastian harga”
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Hal ini menunjukan bahwa ada perbedaan informasi yang
diberikan oleh pihak pemberi layanan dengan yang didapat oleh
penerima layanan,yaitu seperti informasi mengenai harga untuk
pelajar dan informasi mengenai keberangkatan kapal yang diberikan




Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Kualitas Pelayanan
Publik Di Unit Usaha Transportasi Laut PD.Panca Karya  Ambon yang
menggunakan teori Parasuraman (1990) kesimpulannya yaitu :
1. Kesenjangan Persepsi Manajemen.
Masih ada perbedaan antara harapan-harapan penumpang dengan pihak
pemberi layanan di unit usaha transportasi, karena persepsi unit usaha
transportasi laut PD.Panca Karya terhadap harapan penumpang adalah
pelayanan yang ramah dan waktu tempuh yang cepat, padahal harapan
penumpang adalah mengenai kepastian harga dan kebersihan kapal juga.
2. Kesenjangan Persepsi Kualitas.
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Berdasarkan hasil penelitian pihak pegawai PD.Panca Karya sudah
berkomitmen terhadap pelayanan mereka dan dari segi standar pelayanan
sudah berkualitas
3. Kesenjangan Penyelenggara Pelayanan.
Di PD.Panca Karya Ambon masih ada ketidak-jelasan peran dan masalah
pada mesin, mesin yang digunakan kapal sudah lama.
4. Kesenjangan Komunikasi Pasar.
Komunikasi sesama petugas pelayanan sudah baik, namun komunikasi
petugas ke penerima jasa masih belum baik. Terutama mengenai jam
berangkat kapal.
Dari hasil observasi dan penelitian di transportasi laut PD.Panca Karya
Ambon dapat dikatakan belum berkualitas karena masih ada kesenjangan pada
indikator kesenjangan persepsi manajemen, kesenjangan penyelenggaraan
pelayanan, dan kesenjangan komunikasi pasar. tetapi pada indikator kesenjangan
persepsi kualitas sudah tidak ada kesenjangan.
V.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara langsung di lapangan, maka
penulis mengemukakan saran sebagai berikut :
1. Pihak PD.Panca Karya harus lebih tanggap terhadap keluhan masyarakat
dan menggunakan riset sebaik mungkin, pelayanan yang ramah dan waktu
tempuh yang cepat memang penting, tapi jangan abaikan harapan
penumpang adalah kepastian harga dan kebersihan kapal juga. Fasilitas-
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fasilitas pendukung pada unit usaha transportasi ini harus lebih ditingkatkan
lagi sehingga penumpang menjadi lebih nyaman.
2. Perusahaan sebaiknya memperjelas peran serta tanggung jawab pegawai
dan meningkatkan teknologi yang digunakan.
3. Pemberian informasi dari petugas PD.Panca Karya harus lebih baik lagi,
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